BAB YV
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan telah dokumen penilaian Indeks Sistem

Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lembaga Perlindungan Saksi

dan Korban (LPSK), dapat disimpulkan bahwa peningkatan Nilai Indeks Sistem Merit

dalam Manajemen ASN di LPSK masih menghadapi sejumlah tantangan yang

memerlukan perbaikan dan peningkatan di masa mendatang. Berdasarkan paparan setiap

variabel dari pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab Belum Maksimalnya Nilai Indeks Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur

Sipil Negara di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dipengaruhi oleh faktor-

faktor yang menghambat antara lain:

a.

Regulasi Peraturan Perundang-undangan dimana Peraturan perundang-undangan
yang telah ada, belum sepenuhnya mendukung dan mengakomodir penerapan
Sistem Merit dalam Manajemen ASN di LPSK secara komprehensif pada aspek
pengembangan karir, perlindungan, pelayanan, dan penghargaan pegawai.
Kepemimpinan dikarenakan Pimpinan belum maksimal dalam memotivasi
pegawai untuk mendukung penerapan Sistem Merit utamanya pada aspek
manajemen kinerja, promosi, dan mutasi.

Transformasi Digital dikarenakan penerapan transformasi digital dalam
Manajemen ASN di LPSK berbasis Sistem Merit masih perlu ditingkatkan oleh
LPSK. Penggunaan aplikasi di luar LPSK masih memiliki banyak kekurangan,
bahkan cukup mempengaruhi semua aspek dalam penilaian Indeks Sistem Merit

di LPSK.

2. Strategi Peningkatan Nilai Indeks Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil

Negara di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dirumuskan melalui penetapan

tujuan dan rencana, penentuan langkah-langkah strategis, dan pelaksanaan strategi.

Adapun strategi yang diusulkan oleh peneliti dirumuskan ke dalam 3 (tiga) sasaran

yaitu jangka pendek dengan kurun waktu 1 (satu) tahun, jangan menengah, dengan

kurun waktu 2 (dua) tahun, dan jangka panjang dengan kurun waktu 5 (lima) tahun.

Strategi jangka pendek dengan melaksanakan sosialisasi dan penetapan regulasi
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internal, strategi jangka menengah dengan mengusulkan pembuatan regulasi dan
pembaharuan fitur aplikasi kepegawaian, penerapan Manajemen Talenta, dan evaluasi
berkala penerapan Sistem Merit, dan strategi jangka panjang yakni melaksanakan
integrasi aplikasi kepegawaian, pemberian penghargaan, hingga penyediaan teknologi

pembelajaran bagi ASN LPSK.

B. Saran

1.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menindaklanjuti strategi yang telah
dirumuskan oleh peneliti, utamanya untuk menetapkan hukum dan regulasi yang jelas
dan komprehensif untuk mendukung operasional Sistem Merit, meningkatkan
kapasitas para pemimpin di lingkungan LPSK untuk menerapkan prinsip-prinsip merit,
mengadopsi sistem Manajemen Talenta digital yang mendukung penilaian kinerja
objektif, rekrutmen berbasis kompetensi, dan analisis data untuk pengambilan
keputusan yang lebih baik, serta membekali pegawai dengan keterampilan digital yang
diperlukan untuk berpartisipasi penuh dalam lingkungan kerja modern.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguatkan kembali cara terbaik meningkatkan
Nilai Indeks Sistem Merit dalam Manajemen ASN di LPSK. Berkenaan dengan hal
ini, Pimpinan LPSK diharapkan dapat bekerja sama dengan akademisi untuk
melakukan penelitian lanjutan yang melibatkan variabel lain yang belum diulas
mendalam dalam penelitian ini, seperti faktor transparansi dan akuntabilitas, serta
stabilitas organisasi. Penelitian lanjutan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi
kebijakan (policy brief) yang memberikan informasi yang jelas, ringkas, dan relevan
kepada Pimpinan LPSK agar dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam
rangka meningkatkan kualitas penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di
LPSK, sehingga mampu memaksimalkan Nilai Indeks Sistem Merit dalam Manajemen

ASN di LPSK.
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